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ABSTRACT 

 
This thesis discusses legal certainty in animal protection in Sleman 

Regency, Special Region of Yogyakarta. Regulations prohibiting trade in protected 

endangered species, as regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation 

of Living Natural Resources and Ecosystems, illegal trade still occurs, including in 

Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. The research uses qualitative 

descriptive research. The approach used in this research is an empirical juridical 

approach. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that 

law enforcement in prevention and enforcement efforts is carried out through outreach 

to the community as well as patrol and supervision activities. Apart from that, it can 

be concluded that law enforcement regarding criminal acts of trade in protected 

animals carried out by the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) and the 

DIY POLDA Police is in accordance with applicable regulations. 
Keywords: Law Enforcement, and Trade in Protected Rare Animals. 

 

 

ABSTRAK 

 Tesis ini membahas tentang kepastian hukum dalam perlindungan satwa 

di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan pelarangan 

perdagangan satwa langka yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, perdagangan ilegal masih terjadi termasuk di Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 

penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan dilakukan melalui 

sosialisasi kepada masyarakat serta kegiatan patroli dan pengawasan. Selain itu, dapat 

disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa 

dilindungi yang dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan 

Polda DIY sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, dan Perdagangan Satwa Langka yang Dilindungi. 

 

 

 

 

 


	Randyka Pratama Putra Lubis
	Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum SDA
	2024
	DAFTAR ISI
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Keaslian Penelitian
	F. Batasan Konsep
	a) Kepastian hukum
	a. Perlindungan Satwa
	b. Satwa
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Tentang  Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Satwa
	a. Kepastian Hukum
	b. Kepastian Hukum dalam Perlindungan Satwa
	B. Tinjauan  Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait
	C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Nomor 8                      Tahun 2021 tentang Perlindungan Satwa
	BAB III METODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian
	B. Pendekatan Penelitian
	C. Sumber Data
	D. Metode Pengumpulan Data
	E. Metode Analisis Data
	F. Penarikan Kesimpulan
	BAB IV PEMBAHASAN
	A. Implementasi Penerapan Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Satwa Langka di Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya Kabupaten Sleman
	a. Gambaran Tentang Satwa di Kabupaten Sleman
	1.  Satwa Liar yang Dilindungi
	Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik y...
	Dalam konteks perbincangan mengenai hewan liar yang dilindungi, yang bukan termasuk dalam kategori satwa liar atau bahkan hewan umum, seharusnya perhatian lebih diberikan terhadap kesejahteraan mereka. Kesejahteraan hewan sangat berkaitan dengan keb...
	Hal ini sejalan dengan esensi dari upaya pelestarian hewan liar yang dilindungi, yaitu menjaga agar populasi hewan liar dilindungi tetap berada jauh dari ambang kepunahan dan mempertahankan kemampuan alami hewan tersebut untuk bertahan hidup sesuai ...
	Meningkatnya praktik eksploitasi terhadap satwa liar yang dilindungi dengan dalih atraksi oleh lembaga konservasi telah melukai semangat pelestarian tumbuhan dan hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Kondisi ini sebenarnya mencerminkan adanya ekspl...
	2.  Satwa Langka yang Dilindungi
	Satwa yang mendiami wilayah Indonesia menjadi karakteristik khas dari setiap pulau tempat mereka berada. Di Indonesia, banyak dari satwa-satwa ini sudah menjadi langka dan sulit ditemui di habitat alaminya. Satwa ini dibagi menjadi dua kategori, yai...
	Satwa langka yang kini jarang ditemui di habitat alaminya mengalami penurunan populasi yang hampir mendekati kepunahan, hal ini disebabkan oleh aktivitas perburuan liar dan perdagangan ilegal yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh...
	b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
	d. Peraturan Daerah Nomor 8  Tahun 2021 tentang Perlindungan Satwa
	e. Implementasi Penerapan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Satwa Langka Di             Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	DAFTAR PUSTAKA
	Jurnal
	Undang-Undang
	WebSite

